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TENTANG

INKONSTITUSIONALITAS PERSETUJUAN KEPALA INSTANSI 
PELAKSANA SETEMPAT DALAM PENCATATAN KELAHIRAN

Pemohon	 :	 Mutholib

Jenis Perkara	 :	 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar 
1945.

Pokok Perkara	 :	 Pengujian konstitusionalitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur 
mengenai proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas 
waktu. bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4) mengenai pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Amar Putusan	 :	 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Tanggal Putusan	 :	 Selasa, 30 April 2013

Ikhtisar Putusan	 :	

Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur 
yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 32 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur 
mengenai proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (4) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, 
secara potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai 
proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu terhadap UUD 1945, 
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dengan alasan Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus pencatatan kelahiran yang 
melampaui batas waktu, karena proses birokrasi yang harus dilalui berbelit-belit yaitu 
meminta Surat Pengantar kepada RT dan RW, Kelurahan, Kecamatan, Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Pengadilan Negeri, Kantor Pos 
Besar, bank, dan harus membawa dua orang saksi. Pemohon juga harus mengeluarkan 
biaya resmi  Rp.236.000,- ditambah biaya lain yang cukup memberatkan Pemohon.

Terhadap dalil perrmohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai 
berikut:
a.	I su konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan dalam Pasal 

32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
yang mengatur mengenai proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas 
waktu, bertentangan dengan UUD 1945. Akta kelahiran adalah hal yang sangat 
penting bagi seseorang, karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat 
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah 
tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta tersebut akan menimbulkan hak 
dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang. Di 
sisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara 
negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan 
dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat 
sasaran.

b.	 Frasa “persetujuan” yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta 
kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana. Oleh karena 
itu, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya 
kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) UU 23/2006 perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan 
pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga frasa “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat 
(1) Undang-Undang a quo harus dimaknai sebagai “keputusan” Kepala Instansi 
Pelaksana.

c.	 keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus 
dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Proses di 
pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat 
mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap 
kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan 
prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak 
dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen 
penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, Pasal 32 
ayat (2) UU 23/2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) 
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UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan 
dengan prinsip keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan 
yang terabaikan (justice delayed, justice denied);

d.	 Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 menjadi 
tidak relevan lagi setelah Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Oleh karena itu, frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) 
UU 23/2006 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

e.	 Oleh karena Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “dan 
ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) UU 23/2006 tidak mempunyai relevansi lagi, 
sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat 
dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh karenanya, 
Mahkamah mengabulkkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

1.	 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
	 1.1.	Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “keputusan”;

	 1.2.	Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat;

	 1.3.	Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) selengkapnya 
menjadi, “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, 
pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi 
Pelaksana setempat”;

	 1.4.	Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan 
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dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

	 1.5.	Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;

2.	 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya;

3.	 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Rhamadani


